[ SALINAN ]

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
(3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu
menetapkan dokumen arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik sebagai pedoman terhadap
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda
Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4843),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor...



10.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

11. Peraturan ...



11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1026);

15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ARSITEKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA BANDA
ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Kota adalah Kota Banda Aceh.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

N

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

6. Kepala ...
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11.

12.

13.
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Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dibantu oleh para menteri.

Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya
disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
membuat laporan menganalisis memindahkan informasi
dan/atau menyebarkan informasi antar media.

Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk
meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE,
Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE
Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan
integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur
SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang
selanjutnya disebut Pengguna SPBE adalah semua pemangku
kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain
Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang
selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari
sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada
pengguna SPBE.

18. Sistem ...
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Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme
penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada
masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan
Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar,
dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual
ataupun elektronik.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang
mempresentasikan keadaan sebenarnya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi
Daerah untuk menyelenggarakan satu data Indonesia.

Pembina data adalah instansi pusat yang diberi
kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau
instansi Kota yang diberi penugasan untuk melakukan
pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan
format yang baku untuk menggambarkan data,
menjelaskan data, serta memudahkan pencarian,
penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun nonelektronik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.

Infrastruktur ~ Teknologi, yang  selanjutnya  disebut
Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan
sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan
penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE

Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Infrastruktur Umum OPD adalah infrastruktur
pendukung operasional internal OPD selain LAN, yang
secara umum dimiliki oleh setiap OPD antara lain seperti
personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software
perkantoran, dan sejenisnya.

28. Infrastruktur ...
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Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Infrastruktur Khusus OPD adalah infrastruktur
khusus yang dibutuhkan oleh OPD tertentu guna
mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti
sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.

Jaringan Lokal (Local Area Network), yang selanjutnya
disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan
perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat
berkomunikasi dalam area kerja tertentu.

Jaringan Jarak Jauh (Wide Area Network), yang selanjutnya
disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung
dan dapat berkomunikasi.

Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk
menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen
terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan,
dan pengolahan data.

Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah
suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali
data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang
terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang
disebabkan oleh alam atau manusia.

Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer
dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau
fungsi layanan SPBE.

Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar
dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu OPD.

Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang
dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD
tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta
memenuhi kebutuhan khusus OPD.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi
dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang
selanjutnya disebut Government Chief Information Officer
(GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan
sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek
manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal
terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.

Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi,
yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah
pegawai pada setiap OPD yang berhubungan dengan
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses,
dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan
tujuan dan proses bisnis OPD, realisasi potensi manfaat TIK,
pengelolaan risiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.

40. Proses ...



40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Proses TIK, yang selanjutnya disebut proses, adalah kumpulan
aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur
dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.

OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian
tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab
layanan dimaksud.

Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar
proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka
pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.

Layanan Interoperabilitas adalah layanan yang dapat
berinteraksi dengan layanan lainnya melalui suatu protokol
yang disetujui bersama melalui jalur komunikasi tertentu.

Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi
dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan,
penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan,
dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-
code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.

Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service
Desk Tier 1 adalah staf atau unit di OPD yang memiliki
tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang
dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact)
untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di
OPD Pemilik Layanan.

Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service
Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik yang memiliki tugas dan wewenang
menyelesaikan permasalahan TIK OPD yang tidak mampu
diselesaikan oleh Service Desk Tier 1;

Use Case Diagram adalah diagram yang menggambarkan
hubungan antara aktor dengan sistem berupa fungsi-fungsi.

Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol
tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detil
dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan
proses lainnya dalam suatu aktifitas.

Entity Relationship Diagram adalah Diagram yang
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data
berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki
hubungan antar relasi.

Wireframe adalah panduan visual yang mewakili kerangka
tampilan muka dan struktur suatu aplikasi.

Automation Testing adalah sistem pengujian secara otomatis
pada unit-unit fungsi tertentu dalam suatu aplikasi.

Penetration Testing adalah sebuah serangan simulasi yang
dilakukan terhadap suatu sistem untuk mencari kelemahan
keamanan pada sistem tersebut untuk dievaluasi.

54. Manajemen ...
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Manajemen Risiko SPBE yang selanjutnya disebut
Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang
meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk
menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.

Manajemen Aset TIK yang selanjutnya disebut Manajemen
Aset adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk
mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan aset
SPBE secara terukur melalui akuisisi, penciptaan, operasi,
pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset sehingga
tujuan SPBE dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE yang selanjutnya
disebut Manajemen Sumber Daya Manusia adalah
pengelolaan sumber daya manusia yang melalui proses
perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi
sumber daya manusia SPBE.

Manajemen Pengetahuan SPBE yang selanjutnya disebut
Manajemen Pengetahuan adalah kumpulan perangkat,
teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis,
mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan
pengertian dan pengalaman SPBE.

Manajemen Perubahan SPBE yang selanjutnya disebut
Manajemen Perubahan adalah sebuah proses dan
pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan
untuk membantu OPD dengan menerapkan pengetahuan,
sarana dan sumber daya SPBE untuk merealisasikan
perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang
lebih baik.

Manajemen Layanan SPBE yang selanjutnya disebut
Manajemen Layanan adalah suatu langkah strategis dalam
merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan
proses bisnis SPBE dengan memanfaatkan teknologi
informasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk

mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk

memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan
SPBE di lingkungan Pemerintah Kota dalam lingkup:

a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
dalam penyelenggaraan perencanaan SPBE untuk
seluruh OPD;

b. menjamin ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian
dan pengawasan terhadap Pelaksanaan SPBE Kota;

c. mengoptimalkan ...



c. mengoptimalkan peran serta OPD dalam penerapan
SPBE Kota;

d. peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas
yang lebih baik untuk pelayanan publik;

e. membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal
sebagai pengelola SPBE Kota;

f. meningkatkan kualitas data Kota yang terintegrasi,
bersih, aman dan tidak redundan;

mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis aplikasi; dan

0a

h. mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem aplikasi.

BAB III
ARSITEKTUR SPBE

Pasal 3

Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang
memuat:

me a0 TP

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

domain arsitektur Proses Bisnis;

domain arsitektur Data dan Informasi;
domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
domain arsitektur Aplikasi SPBE;
domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 4

Dokumen Arsitektur SPBE Kota dilaksanakan di seluruh OPD.

Arsitektur SPBE Kota harus sesuai dan terintegrasi dengan
Arsitektur SPBE Pemerintah Aceh dan Arsitektur SPBE Nasional.

Arsitektur SPBE Kota mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.

Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Dokumen Arsitektur SPBE Kota tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Buku 1 : Kondisi eksisting SPBE Pemerintah Kota
Banda Aceh dan GAP Analysis.

b. Buku 2 : Arsitektur Proses Bisnis Data dan Informasi
Layanan SPBE.

c. Buku...



c. Buku 3 : Arsitektur Aplikasi SPBE.

d. Buku 4 : Arsitektur Infrastruktur SPBE.

e. Buku 5 : Arsitektur Keamanan SPBE

f. Buku 6 : Arsitektur Tata Kelola, manajemen SPBE serta
penyelenggaraan SPBE

g. Buku 7 : Prioritisasi, Peta rencana SPBE, dan perkiraan

biaya tiap paket kegiatan

Pasal 6

(1) Dalam hal perencanaan, pengadaan, pembangunan dan
pengembangan SPBE di lingkungan OPD Pemerintah Kota
wajib berpedoman pada dokumen Arsitektur SPBE Kota.

(2) Pelaksanaan dokumen Arsitektur SPBE Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi
Dinas berdasarkan proses bisnis OPD.

(3) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diusulkan pada perencanaan dan penganggaran Kota.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Tim Koordinasi SPBE melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap Arsitektur SPBE Kota setiap tahun.

(2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan
Arsitektur SPBE Kota.

(3) Perubahan Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. perkembangan keadaan,;

b. kebutuhan daerah;

c. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional
dan Arsitektur SPBE Pemerintah Aceh;

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan
Pemerintah Kota:

e. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2);

f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah; dan/atau

g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) OPD dapat mengusulkan kebutuhan revisi arsitektur SPBE
kepada Tim Koordinasi.

(5) Perubahan Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

BABV ...



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27  Juli 2022 M
28 Dzulhijjah 1443 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27  Juli 2022 M
28 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai ﬁ;_ aslinya

: GIYN HUKUM
_/SBKRETARIAY/DAERAH KOTA.ZQ
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